
BUPATI MATIANAM ULU
PROVINSI I(ALIMANTAIT TIMUR

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

PBTUI{JTIK PELAISANAAN PEMUITGUTAN PAJAX PEITERANGAN JALAN

DEITGAIT RAIIUAT TT'IIAI{ YAIIG UAIIA ESA

BI'PATI UAHAXAU ULU,

Menimbang a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan
hasil guna pemungutan Pajak Peneralgan Jalan, maka
perlu diatur Petunjuk Pelal<sanaan Pemungutan Pajak
Penerangan Jalan;

Mengingat

b. bahwa dengan diberlakukannya Undang - Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu
perlu melakukan penyesuaian penetapan Pajak
Penerangan Jalan.

c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di atas,
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

l. Pasal 18 Ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara
Republik Indonesia

2. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lrmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O0O Nomor 129, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2OO2 tentang
Pengadilan Pajak (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 27, Tam.baban kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4189);

4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (t embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);



6. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2O13 tentang
Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan lembaran
Negara Nomor 5395);

7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 5587)
sebagaimana telah di ubah beberapa kali, Yang terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23
tahun 2O 14 tentang Pemerintahan Daerah (L,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679],;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang
Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986
Nomor 46, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3339);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2O00 tentang
Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2O00 tentang
Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan
dari Penjualan Secara Lelang dalam rarlgka Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);

I I . Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4488);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 20 10 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan l-embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91
Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut
berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar
sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179;

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2OO7 tentang Pengesahan, Pengundangan dan
Penyebarluasan Peraturan Perundang - undangan;



15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 43
Tahun 1995 tentang Sistem dan Prosedur Adminitrasi
Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan
lainnya;

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ll|PMK.O7 /2OlO
tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap
Pelanggaran Ketentuan Dibidang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 28);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 14
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (lembaran Daerah Kabupaten
Mahakam Ulu Tahun 2016 Nomor 014, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor
10la) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK
PENERANGAN JALAN.

BAB I
XETEI{TUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Mahakam Ulu;

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah
Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten
yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah;

4. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusar Pemerintahan
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-
masing;

5. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Mahakam Ulu;

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu
selaku pengelola barang milik Daerah;

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya di singkat SKPD, adalah
perangkat daerahpada Pemerintah Daerah selaku pengguna barang milik
daerah;

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam
Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat
Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, dan
Kecamatan;



9. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Mahakam Ulu;

10. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang
perpajakan daerah;

ll.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap;

12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang -
undangan perpajalan daerah ;

13. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar - besarnya kemakmuran
rakyat;

14. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik
yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain;

15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,
dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundan - undangan perpajakan
daerah;

16. I(as Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;

17. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah untuk selanjutnya disebut NPWPD,
adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana
dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda
pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak
dan kewajiban perpajakannya;

18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang
terutang sampai kegiatan penaglhan pajak kepada Wajib Pajak serta
pengawasan penyetorannya;

19. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD,
adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan
melaporkan objek pajak atau usahanya ke Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Mahakam Ulu;

20. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas
Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;

2l.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi
berupa bunga dan/ atau denda;



22. Surat Keputusan Pembetulan ada-lah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan
ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang - undangan perpajakan
daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat
Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan;

23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang
diaj ukan oleh Wajib Pajak;

24. Surat Pengukuhan adalah Surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas
Pendapatan Daerah sebagai dasar untuk melakukan pemungutan pajak;

25. Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan
banding, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang - undangan
perpajakan yang berlaku ;

26. Putusan Banding adalah putusan Badan Peraditan Pajak atas banding
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;

27. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur
untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta,
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan
dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak
tersebut;

28. Pemeriksaal adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk
tuJuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang -
undangan perpaj akan daerah ;

29. Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu yang diberi wewenang khusus
sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang -
undangan;

30. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi
penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan
dan penyanderaan;

31. Surat Paksa adalah
penagihan pajak;

surat perintah membayar utang pajak dan biaya

32. psnagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang
dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung
Pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh
utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, Tahun Pajak dan Bagran
Tahun Pajak;

33. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengawasi pemenuhan
kewajiban perpajakan wajib pajak dan menegakkan ketentuan Peraturan
Perundang - undangan perpajakan daerah.



Pasal 2

(1) Setiap penggunaan tenaga listrik di daerah dipungut pajak dengan nama
Pajak Penerangan Jalan.

(2) Objek pajak adalah penggunaan tenaga listrik di daerah yang tersedia
penerangan jalan yang rekeningrrya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

(3) Penggunaan tenaga listrik sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) adalah
penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN dan bukan PLN.

Pasal 3

Dikecualikan dari objek p4jak sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 2 adalah:

a. Penggunaan tenaga listrik pada oleh Instansi Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;

b. Penggunaal tenaga listrik pada tempat - tempat yang digunakan oleh
Kedutaan, Konsulat, Perwakilan asing dan l,embaga - lembaga internasional
dengan asas timbala balik;

c. Pengguna tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas lebih
kecil dari 200 (dua ratus) KVA;

d. Penggunaan tenaga listrik untuk kepentingan sosial dengan daya listrik
sampai dengan 200 (dua ratus) KVA;

e. Penggunaan tenaga listrik untuk kepentingan rumah tangga dengan daya
listrik sampai dengan 450 (empat ratus lima puluh) KVA.

Pasal 4

(1) Subjek Pajak adalah oralg pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga
listrik yang berasal dari PLN maupun yang berasal dari bukan PLN.

(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menjadi pelanggan
listrik dan/atau pengguna tenaga iistrik.

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan Pajaka dalah Nilai Jual Tenaga Listrik, bukan Nilai Jual
Hasil Tenaga Listrik.

(2) Nilai Jual Hasil Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan:

a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, Nilai Jual
Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban di tambah dengan
biaya pemakaian kwh yang ditetapkan dalam rekening listrik;

b. Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut
bayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas
tersedia, pengguna€rn listrik atau taksiran penggunaan listrik, dan harga
satuan listrik yang berlaku di wilayah daera-h yang bersangkutan;

c. Khusus untuk kegiatan Industri, Pertambangan Minyak Bumi, dan Gas
Alam, Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dalam Pasal ini ditetapkan sebesar 10 9/o (tiga puluh persen).

(3) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b
ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman harga satuan listrik yang
berlaku untuk PLN.



Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut:

a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN bukan industri sebesar 6
7o (enam persen);

b. Penggunaan tenaga liskik yang berasal dari PLN untuk industri yaitu
industri besar sebesar 7O %o (sepuluh persen) dan industri menengah dan
kecil sebesar 10 % (sepuluh persen);

c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN untuk industry
sebesar 3 % (tujuh persen);

d. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan
Jalan ditetapkan sebesar 1,5 7o (satu koma lima persen).

Pasal 7

Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana
dimaksud pada Pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 5.

Pasal 8

Pajak yang terutang di pungut di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu.

Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan
takwim.

Pasal 1O

Pajak terutang dalam masa Pajak teladi sejak diterbitkannya SKPD.

Pasal 11

(1) Setiap wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik bukan PLN wajib
mengisi SPTPD.

(2) SPIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus diisi dengan jelas,
benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

(3) SPIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada
Bupati selambat - lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa
pajak.

Pasal 12

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (l) Bupati
menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

(2) Apabila pemungutan pajak beke{a sama dengan PLN, rekening listrik
dipersamakan dengan SKPD.



Pasal 13

(1) Wajib Pajak yang membayar sendiri SPIPD sebagaimana dimaksud pada
' ' pasal ti ayit (t) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan

menetapkan pajak sendiri yang terutang.

(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak,
Bupati dapat menerbitkan:

a. SKPDKB;

b. SKPDKBT;

c. SKPDN.

(3) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c pasal ini diterbitkan
apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit
pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(4) Penambahan jumlah pajak yang terutang tidak dikenakan apabila Wajib
Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BA'B II
II{SENTIT PEMUNGUTAIT PA.'AIT

Pasal 14

(1) Dinas Pendapatan Daerah selaku pelaksana dan pemungut Pajak
Penerangan Jalan dapat diberi Insentif apabila telah mencapai target
kine{ a yang ditentukan.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditujukan untuk
peningkatan kinerja Dinas Pendapatan Daerah;

a. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai;

b. pendapatan daerah;

c. pelayanan kepada masyarakat.

(3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dibayarkan setiap
triwulan pada awal triwulan berikutnya.

(a) Dalam hal target kine{a suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk
triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah
mencapai target kine{a triwulan yang ditentukan.

Pasal 15

(l) Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan
paling tinggi 57o (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Penerangan
Jalan dalam tahun anggaran.

(2) Ketentuan teknis mengenai pemberian dan pemanfaatan Insentif dan
besarnya pembayaran yang diterima oleh pejabat dan pegawai Dinas
Pendapatan Daerah selaku pelaksana pemungut Pajak Penerangan Jalan,
diatur secara tersendiri oleh Bupati.



BAB III
KEIEI{TUAN PEITUTI,'P

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam
Ulu.

Ditetapkan di Bilang,
pada November 2O 17
BUPATI uLU,

BELIIWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang,
pada tanggal, 6 November 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABI'PATEIT UAHAXAM T'LU,

AVT'N

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2017 NOMOR 32
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